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           Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum menentukan bahwa pemberian bantuan
hukum dilakukan oleh lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum berdasarkan
Undang-Undang Bantuan Hukum. Organisasi Bantuan Hukum disebut sebagai pemberi bantuan hukum di dalam penjelasan
Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana
Bantuan Hukum. Pelaksanaan bantuan hukum terhadap perkara perdata yang telah berjalan sesuai standar pemberian bantuan
hukum dianggap belum optimal. Permasalahan kurangnya advokat yang bernaung dalam sebuah organisasi bantuan hukum serta
keterbatasan penanganan terhadap kasus-kasus perdata tertentu menjadi faktor penghambat sehingga mempengaruhi keberhasilan
pelaksanaan bantuan hukum.
           Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan peranan organisasi bantuan hukum dalam
pelaksanaan pemberian bantuan hukum bagi orang miskin, faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum
dan upaya penyelesaian yang ditempuh untuk penanggulangannya.	
           Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode penelitian kualitatif. Untuk memperoleh data
dalam penulisan skripsi ini dilakukan penelitian kepustakaan dengan menelaah berbagai literatur dan peraturan
perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, serta penelitian lapangan dengan wawancara langsung dengan
informan dan responden.			
           Hasil penelitian menunjukkan bahwa peranan organisasi bantuan hukum dalam pemberian bantuan hukum terhadap perkara
perdata antara lain dalam pemeriksaan permohonan bantuan hukum, sebagai pemberi bantuan hukum, dalam pengajuan anggaran
bantuan hukum dan melaporkan realisasi pelaksanaan bantuan hukum. Faktor penghambat dalam pemberian bantuan hukum, yaitu
kurangnya sosialisasi yang dilakukan organisasi bantuan hukum kepada masyarakat, tingkat kesiapan organisasi bantuan hukum
yang rendah serta proses penyaluran dana memerlukan persyaratan yang rumit. Upaya penyelesaian yang ditempuh untuk
penanggulangannya, yaitu meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat mengenai bantuan hukum, meningkatkan kesiapan
organisasi bantuan hukum dalam penyesuaian secara internal serta sosialisasi dan koordinasi dengan pihak terkait, seperti aparat
penegak hukum.	
           Disarankan kepada organisasi bantuan hukum untuk melaksanakan peranannya sebagai pemberi bantuan hukum sesuai
dengan hak dan kewajibannya serta melakukan sosialisasi secara intensif kepada masyarakat mengenai program bantuan hukum.
Kementerian Hukum dan HAM diharapkan dapat memperhatikan persoalan yang terjadi dan memberikan solusi terhadap kendala
yang dialami dalam pemberian bantuan hukum.
